PROVINSI RIAU
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TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Menimbang

Mengingat

o

DI KABUPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan
permukiman, penetapan lokasi peruma.han.kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakat;

bahwa di Kabupaten Pelalawan masih terdgpat
lingkungan permukiman kumuh ~ yang kualitas
permukimannya perlu segera ditangani;

bahwa berdasar dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, Perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten
Pelalawan;

. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rol_can
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang -
Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

10.

11

12.

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaha Daerah
Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indosesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indosesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

13. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-228
Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi
Riau;

MEMUTUSKAN :

: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
lingkup wilayah Kabupaten Pelalawan yang dinilai tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
persyaratan.

. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat
menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumubh.

: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebagai dasar penyusunan
Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Pelalawan yang
merupakan Komitmen Pemerintah Daerah  dalam
mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman
Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional
Permukiman Tanpa Kumuh.

: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten Pelalawan meliputi 5 (Lima) Desa/Kelurahan,
1. Kecamatan Pkl. Kerinci meliputi :

- Kelurahan Kerinci Kota 1 (satu),

- Kelurahan Kerinci Timur 2 (dua),

- Desa Makmur 1 (satu), dan
2. Kecamatan Pangkalan Kuras meliputi :

- Kelurahaan Sorek Satu 1 (satu)

: Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten Pelalawan dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran I dan Peta Sebaran Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Pelalawan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM

KETUJUH

: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten Pelalawan ini, maka
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas
pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan
permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 § Agustus 2014

BUPATI PELALAWAN,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR

2014

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PELALAWAN

: KPTS.050/BAPPEDA/ Z$3/2014
TANGGAL : o8 Agustus

NO NAMA LUAS LINGKUP ADMINISTRASI KOORDINAT KEKUMUHAN PERT.LAIN
LOKASI
(Ha)
LEGALITAS | PRIORITAS
KELURAHAN/DESA | KECAMATAN | LINTANG | BUJUR | NILAI TINGKAT | NILAI | TINGKAT
/ LAHAN
DISTRIK
1 Kerinci Kota 27,56 Kerinci Kota Pkl. Kerinci - - - Kumuh - Milik I
Sedang masyarakat
2 Belakang 19,55 Kerinci Timur 1 Pkl. Kerinci - - - Kumuh - Milik n
Ramayana Sedang masyarakat
3 Pasar Baru 16,37 Kerinci Timur 2 Pkl. Kerinci - - - Kumuh - Milik I
Sedang masyarakat
4 Makmur 3,68 Makmur Pkl. Kerinci - - - Kumuh B Milik v
Sedang masyarakat
5 Pasar Sorek 3,78 Sorek I Pkl. Kuras - - - Kumuh - Milik
\Y,
Sedang masyarakat

BUPATI PELALAWAN,
& 'J)x'
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